
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
962); 

  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5068), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

dan  

WALIKOTA PADANG PANJANG 

MEMUTUSKAN… 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN LAHAN 

PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. 

   Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota 

Padang Panjang. 

3. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi 
sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah 

beserta segenap faktor yang mempengaruhi 
penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan 
hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat 

pengaruh manusia. 
4. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan 

untuk usaha pertanian. 
5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang 

lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan 

dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan 
pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan 
kedaulatan pangan daerah. 

6. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
adalah penetapan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan di Kota Padang Panjang seluas 147,05 Ha 
(seratus empat puluh tujuh koma nol lima hektare) yang 
dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. 

   Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan di Daerah. 

   Pasal 3 

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan luas 147,05 Ha 
(seratus empat puluh tujuh koma nol lima hektare). 

   Pasal 4 

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 merupakan lahan inti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasal 5.. 
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Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang 
Panjang. 

   
 

Ditetapkan di Padang Panjang 

pada tanggal 23 Desember 2021 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 
ttd. 

 

FADLY AMRAN 

Diundangkan di Padang Panjang 

pada tanggal 23 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG 
 

ttd. 
 

SONNY BUDAYA PUTRA 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 4 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI 

SUMATERA BARAT (4/103/2021) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

I. UMUM 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, 

perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum 

adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota. 

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak 

atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia 

yang sangat fundamental. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 

28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan Article 25 “Universal Declaration of Human Rights Juncto” 

Article 11 ”International Convenant on Economic, Social, and Cultural Right 

(ICESCR)”, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan adalah: melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan 

secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan 

milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan 

masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; 

meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; 

mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi 

pertanian. 

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan 

pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kota Padang Panjang 

adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka 

mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan 

pembangunan pertanian berkelanjutan sehingga pengaturan tentang 

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Padang 

Panjang sangat urgen untuk dibuat. 

Ada lima faktor sosial yang mempengaruhi alih fungsi lahan, yaitu: 

1. Perubahan Perilaku 

Prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi yang 

memadai telah membuka wawasan penduduk pedesaan terhadap 

dunia baru di luar lingkungannya. Mereka merasa dirinya sebagai 

petani ketinggalan zaman dan sama sekali belum modern. Persepsi 

mereka, terutama generasi mudanya, terhadap profesi petani tidak 

jauh… 
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jauh berbeda dengan persepsi masyarakat perkotaan, yaitu bahwa 

profesi petani adalah pekerjaan yang kotor, sengsara, dan kurang 

bergengsi. 

Akibat perubahan cara pandang tersebut, citra petani di 

benak mereka semakin menurun. Dengan demikian lahan 

pertanian bukan lagi aset sosial semata, atau lebih diandalkan 

sebagai aset ekonomi atau modal kerja bila mereka beralih profesi 

di luar bidang pertanian. Mereka tidak akan keberatan melepaskan 

lahan pertaniannya untuk dialihfungsikan pada penggunaan non 

pertanian. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan kondisi 

ekonomi seperti saat ini, dimana kesempatan kerja formal semakin 

sedikit. Tidak sedikit petani menjual lahannya untuk biaya masuk 

kerja pada lapangan kerja formal, atau membeli kendaraan untuk 

angkutan umum. 

2. Hubungan Pemilik dengan Lahan 

Bagi petani yang hanya menggantungkan kehidupan dan 

penghidupannya pada usaha tani akan sulit dipisahkan dari lahan 

pertanian yang dikuasainya. Mereka tidak berani menanggung 

risiko atas ketidakpastian penghidupannya sesudah lahan 

pertaniannya dilepaskan kepada orang lain. Disamping itu, status 

sosial penduduk pedesaan masih ada yang dikaitkan dengan luas 

kepemilikan lahannya. Dengan memiliki lahan yang luas, petani 

dapat memberi pekerjaan kepada tetangganya. 

Hubungan antara pemilik lahan dengan buruhnya diikat 

dalam ikatan kekeluargaan yang saling membutuhkan, meskipun 

dalam status yang berbeda. Dalam hal ini, lahan pertanian 

merupakan aset sosial bagi pemiliknya yang dapat digunakan 

sebagai instrumen untuk mempertahankan kehormatan 

keluarganya. Lahan pertanian yang memiliki fungsi sosial seperti 

ini tidak mudah tergantikan dengan imbalan ganti rugi berupa uang 

meskipun jumlahnya memadai. 

3. Pemecahan Lahan 

Sistem waris dapat meyebabkan kepemilikan lahan yang 

semakin menyempit. Lahan pertanian yang sempit di samping 

pengelolaannya kurang efisien juga hanya memberikan sedikit 

kontribusi bagi pendapatan keluarga petani pemiliknya. Biasanya 

petani tidak lagi mengandalkan penghidupannya dari bidang 

pertanian, sehingga mereka beralih sumber mencari sumber 

pendapatan baru di bidang non pertanian. Untuk itu mereka 

membutuhkan modal atau dana yang diperoleh dengan cara 

menjual lahan pertaniannya. Banyak juga lahan yang diwariskan 

petani kepada anaknya digunakan untuk pemukiman sebagai 

akibat pengembangan keluarga melalui perkawinan. 

Bentuk lain yang berhubungan dengan pemecahan lahan 

adalah lembaga perkawinan yang umumnya berlaku di lingkungan 

masyarakat petani di pedesaan. Terbentuknya keluarga baru 

biasanya dibekali sebidang lahan oleh masing-masing pihak orang 

tua suami dan isteri untuk digabungkan menjadi milik Bersama. 

Permasalahannya letak kedua lahan tersebut cenderung terpisah, 

sehingga kurang efisien dalam pengelolaannya dan sulit 

mengendalikannya… 
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mengendalikannya. Dua kondisi ini mendorong pemiliknya untuk 

menjual sebagai lahan tersebut. 

Peraturan daerah Kabupaten/ Kota dalam kaitannya dengan 

tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena 

merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda kabupaten/ 

Kota haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang ada di atasnya. Kajian yuridis sebagai landasan 

agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan 

yang ada di atasnya. 

Perlindungan lahan  pertanian pangan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, 

perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan 

menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu 

dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari 

penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam 

kenyataanya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah 

kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan 

pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi 

perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, 

pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, 

pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan 

petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan 

kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan 

menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup Jelas 

Pasal 2 

 Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 
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 LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 4 TAHUN 2021 
TENTANG 
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN 

BERKELANJUTAN 

LUAS DAN SEBARAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

NO KELURAHAN 
KP2B (Ha) 

TOTAL (Ha) 
LP2B LCP2B 

1 Balai Balai - - - 

2 Bukit Surungan - 5,21 5,21 

3 Ekor Lubuk 1,38 - 1,38 

4 Ganting  74,45 20,20 94,65 

5 Guguk Malintang - 1,41 1,41 

6 Kampung Manggis - 7,64 7,64 

7 Koto Katik - - - 

8 Koto Panjang - - - 

9 Ngalau  18,88 - 18,88 

10 Pasar Baru - - - 

11 Pasar Usang - 0,89 0,89 

12 Sigando  52,34 26,38 78,72 

13 Silaiang Atas - 1,84 1,84 

14 Silaiang Bawah - 1,93 1,93 

15 Tanah Hitam - - - 

16 Tanah Pak Lambik - - - 

 TOTAL 147,05 65,50 212,55 

Keterangan: Luas Batas Administrasi Kota Padang Panjang 2.351,11 Ha 

      WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 

        DTO 

 

       FADLY AMRAN 


